BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan

peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 16 ayat {2} Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009
tentang Sistem Penyelenggarazn Pendidikan di Kabupaten
Malang, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 12

Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan
Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang perlu

untuk disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan

Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &2,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679};
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Menetapkan ;

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2018
Nomor 654),;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomeor 1687);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009
Nomor 3/E}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018
Nomor 9 Seri D};

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor ¢ Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C};
Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016 Nomor 21 Seri CJ;

Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.
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Pasall

Beberapa Xxetentuan dalam Peraturan Bupati Malang
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan
Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12

Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan di antara angka 9
dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a,

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Malang.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang.

5. Satuan Pendidikan Formal adalah  unsur
pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang Dinas.

6. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan
Formal.

7. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang
mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka
meningkatkan mutu, pemerintahan dan efisiensi
pengelolaan pendidikan pada Satuan Pendidikan.

8. Pelaksana Urusan adalah guru atau Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai
pembantu pelaksanaan tugas Kepala Satuan
Pendidikan sesuai dengan bidang tugas yang
mengacu pada struktur organisasi sekolah pada

Satuan Pendidikan.
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Qa.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan
Pendidikan.

Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak
usia dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun.

Pendidikan Dasar adalah usaha sadar untuk
menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
bimbingan pengajaran dan/atau latihan bagi
peranannya pada masa yang akan datang.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang Pendidikan Dasar.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat
SMP adalah pendidikan yang diselenggarakan bag
lulusan pendidikan Sekolah Dasar.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada
jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang
berusaha mengembangkan potensi diri melalui
proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang
dan jenis pendidikan tertentu.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu,

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal

yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas

tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
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2.

Ketentuan ayat (2), ayat (3} dan ayat (4) Pasal 2 diubah,

dan

di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ({satu)

ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(2a)

(3)

(4)

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan
Pendidikan Formal pada Dinas.

Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

a. TK;

b. SD; dan

¢. SMP.

Satuan Pendidikan Formal TK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam
Lampiran IA yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Satuan Pendidikan Formal SD sebagaimeana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum
dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Satuan Pendidikan Formal SMP sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} huruf ¢, tercantum dalam
Lampiran [I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai benikut:

(1)

(2)

Pasal 3

Satuan Pendidikan Formal berkedudukan sebagai
unsur pelaksana tugas teknis operasional bidang
pelayanan pendidikan formal pada TK, SD dan SMP
pada Dinas.

Satuan Pendidikan Formal TK dan SD dipimpin
oleh Kepaia Sekolah, yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan

di Kecamatan,
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(3) Satuan Pendidikan Formal SMP dipimpin oleh
Kepala Sekolah, yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 15

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang melakukan
perubahen nama atau bentuk Satuan Pendidikan wajib
menvelesaikan program yang sedang berjalan atau
mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang
jenjang dan jenisnya sama dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati
ini diundangkan.

Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal
yakni Pasal 17A dan Pasal 17B yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Pasal 1 angka 13 dan Pasai 2 ayat (2) huruf a
Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2017
tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non
Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017
Nomor @ Seri D);

b. Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/295/KEP/35.07.013/2017 tentang
Penggabungan, Penghapusan, dan Perubahan Nama
Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Malang; dan

¢. Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/541/KEP/35.07.013/2018 tentang

Penggabungan, Penghapusan, dan Perubahan
Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Malang,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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